
 

 

TESIS 

PENGATURAN PENYADAPAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM 

 DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DARI 

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  

 

 

 

 

 

 

 

 Oleh: 

FAHRIRIN 

1620112022 

 

PEMBIMBING 

1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H 

2. Yoserwan, S.H., M.H. 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG 

2018 

 

 



 

 

PENGATURAN PENYADAPAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM 

DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DARI 

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 

 

 

ABSTRAK  

Perkembangan di bidang teknologi mempunyai dampak positif dan 

negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan 

teknologi adalah dengan cara menjadikan teknologi sebagai media dan 

memfasilitasi tindak pidana. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum 

mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan 

terhadap para pelaku tindak pidana. Salah satu cara yang digunakan aparat 

penegak hukum adalah penyadapan, dimana hasil penyadapan akan 

digunakan sebagai alat  bukti dalam rangka penyidikan untuk menghadapi 

tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Namun tindakan penyadapan 

sendiri bertentangan dengan hak asasi manusia diatur didalam ketentuan 

yakni Pasal 28 F dan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. Penyadapan dapat melanggar hak asasi manusia karena 

dengan adanya penyadapan komunikasi dapat terganggu. Namun aturan 

hukum mengenai penyadapan tersebut masih tersebar di dibeberapa 

undang-undang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan hukum yang 

secara khusus mengatur mengenai penyadapan sehingga memungkinkan 

terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Rumusan Masalah 1) 

Bagaimana pengaturan tentang penyadapan oleh aparat penegak hukum 

pada proses penyidikan? 2) Bagaimana penyadapan oleh aparat penegak 

hukum jika dilihat dari prespektif Hak Asasi Manusia? Metode penelitian 

hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pembahasan: 1) 

Aturan hukum penyadapan bagi aparat penegak hukum tersebar pada 

beberapa Undang-Undang, hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum 

yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Tindakan 

penyadapan merupakan tindakan yang dilarang namun tindakan tersebut 

akan jadi tidak terlarang apabila undang-undang yang memberi justifikasi  

bagi aparat untuk melakukan tindakan tersebut. Justifikasi dapat 

dikategorikan bentuk otorisasi hukum atas tindakan yang akan dilakukan 

oleh negara. Apabila tindakan tersebut tidak mendapat otorisasi oleh 

hukum tindakan tersebut merupakan tindakan illegal dan melanggar 

hukum. 2) Tindakan penyadapan sendiri bertentangan dengan hak asasi 

manusia karena dengan adanya penyadapan komunikasi dapat terganggu 

dan melanggar hak privasi. Terdapat kontradiksi dalam penerapannya 

dimana adanya pertentangan antara penegakan hukum dan penjaminan hak 

asasi manusia. Beberapa peraturan di Indonesia telah mengatur terkait 

prinsip-prinsip penyadapan, maka akan lebih tepat apabila prinsip-prinsip 

dasar tersebut dielaborasikan lebih lanjut di tataran undang-undang yang 

harus memuat seluruh amanah yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi 

dan pengaturan penting lainnya.  
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